
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perdagangan dan 

perindustrian nasional yang berkembang bersamaan dengan kemajuan global telah 

melahirkan beragam barang/produk yang dapat dikonsumsi, serta ditambah dengan 

adanya perdagangan bebas yang didukung adanya teknologi telekomunikasi yang 

terus maju, kiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau 

jasa.1 Kondisi seperti ini bermanfaat bagi masyarakat atau konsumen untuk 

mendapatkan barang dan/atau jasa, terutama dalam mendapatkan pangan dengan 

mudah, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis pangan dari berbagai 

pelaku usaha yang diinginkan, namun dilain sisi, pelaku usaha dan konsumen 

menjadi tidak seimbang, dimana masyarakat yang menjadi konsumen disini berada 

pada posisi lemah terutama masyarakat beragama Islam di Indonesia.2 

Diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, 

dimana mereka harus mendapatkan rasa aman mengenai barang/produk yang 

dikonsumsi dengan kehalalan produk pangan, yang merupakan hal penting bagi 

umat Islam. Bagi konsumen muslim, produk pangan yang aman tidak hanya 

sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupu mikrobiologi tetapi juga ada suatu 

unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan 

diragukan oleh syari’at Islam.3 Hal ini jelas bahwa produk halal adalah wujud dari 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi konsumen muslim, karena sangat berkaitan 

erat dengan akidah dan keimanan umat Islam, maka sebab itu negara harus 

memfalisitasi warga untuk menjalankan ajaran agamanya.4 

1 Roni Mindra Syahputra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan 

Tanpa Label Halal,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau), 

2020, hlm. 1. Diakses di https://repository.uir.ac.id/8292/  
2 Ibid  
3 Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat 

Halal,” Jurnal IUS, Vol.IV/No.2/2016, hlm. 1. Diakses di 

https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/316  
4 Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, Cetakan 

Ke-1, Jakarta Timur: Kencana, 2018, hlm. 13. 
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Terkait diperlukannya perlindungan konsumen muslim atas jaminan produk 

makanan dan minuman yang halal di Indonesia ini merupakan bagian dari amanah 

konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan 

umum,5 dan landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945  yang mengatur negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.6 

Deingan deimikian, neigara meimiliki keiwajiban untuk me ilindungi konsume in 

muslim deingan me imbuat aturan yang kuat yang te igas teirkait produk pangan yang 

halal, dan neigara harus me injamin hak-hak warga neigaranya untuk me indapatkan 

produk yang halal.7 Teirkait hal te irseibut adapula beibeirapa alasan pe irlindungan 

konsumein untuk me indapatkan jaminan atas makanan halal yang baik, te irutama 

bagi konsumein muslim, dimana me inurut Nur Fahmi dalam buku Farid Wajdi 

diantaranya yaitu beirkaitan deingan filosofi, sosiologis, hukum, dan ilmiah.8 

Upaya peimeirintah dan peilaku usaha untuk me ilindungi konsumein dari 

meingonsumsi produk yang tidak halal dan untuk me indukung hak informasi 

konsumein agar meingeitahui keihalalan suatu produk agar meindapatkan jaminan atas 

keipastian hukum ini se ijak tahun 2014 sudah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 teintang Jaminan Produk Halal me irupakan beintuk peiran 

neigara dalam me ilindungi rakyat Indoneisia9, yaitu deingan meimbeirikan keipastian 

 
5 Ahmad Baihaki, et. al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal 

Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi,” KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No.2 

(2022), hlm. 316. Diakses di 

https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRHA/article/view/1501/1045.  
6 MPR RI, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Cetakan Ke-12, Jakarta: 

Sekertaris Jendral MPR RI, 2013, hlm. 183. 
7 Zulham, Loc. Cit., hlm.14 
8 Farid Wajdi & Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal Indonesia, Cetakan Ke-1, Jakarta 

Timur: Sinar Grafik, 2021, hlm. 11. 
9 Farid Wajdi & Diana Susanti, Op. Cit., hlm. 10. 
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hukum keipada konsume in atas jaminan produk pangan yang wajib me incantumkan 

seirtifikat halal, baik produk yang beirasal dari dalam ne igeiri maupun produk yang 

beirasar dari luar ne igeiri deingan .10 Hal ini seisuai deingan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 201411 yang meineitapkan bahwa produk yang masuk, be ireidar, dan 

dipeirdagangkan di Indone isia wajib meimiliki se irtifikat Halal. 

Otoritas le imbaga yang meingeiluarkan “hak halal” tidak lagi dikeiluarkan oleih 

Majeilis Ulama Indone isia (MUI) te itapi dibawah Keimeintrian Agama (Ke imeinag). 

Jika seilama ini se irtifikat halal ditangani ole ih LPPOM MUI yang me irupakan 

leimbaga swadaya masyarakat, maka se ijak adanya Undang-Undang te intang 

Jaminan Produk Halal, pe inanganan seirtifikat halal me injadi weiweinang neigara 

meilalui Badan Pe inyeileinggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI me imang 

masih meimiliki keiweinangan untuk meineitapkan halal dan haram. Namun dalam 

proseis formalnya, baik peimeiriksaan seirtifikatnya maupun dikeiluarkannya seirtifikat 

meinjadi weiweinang BPJPH.12 

Jaminan atas produk halal yang didapatkan ole ih konsumein muslim ini se isuai 

deingan asas pe irlindungan, keiadilan keipastian hukum, tanggung jawab dan 

transparansi, eifeiktifitas dan eifisieinsi, seirta profeisionalitas.13 Jaminan te irseibut 

dapat meimbeirikan hak-hak yang harus didapatkan se isuai Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 te intang Peirlindungan Konsumein te irutama dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te intang 

Peirlindungan Konsumein14 bahwa hak atas informasi yang be inar, je ilas, dan jujur 

meingeinai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini je ilas me imbeirikan 

peingeirtian bahwa ke iteirangan halal yang dibe irikan oleih peilaku usaha harus be inar 

atau sudah diuji te irleibih dahulu. Deingan deimikian peilaku usaha tidak dapat se irta 

 
10 Ahmad Baihaki, et. al., Op. Cit., hlm. 317. 
11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4. 
12 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, et. al., “Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk 

Halal,” Perspektif Hukum, Vol.20, No.20, (2020), hlm. 308. Diakses di https://prespektif-hukum-

hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/82  
13 Ibid. 
14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 ayat (1) huruf 

(c). 
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meirta meingklaim bahwa produknya halal se ibeilum meilalui peingujian keihalalan 

yang sudah diteintukan.15  

Seilain itu jaminan atas pe inyeileinggaraan produk halal yang be irtujuan untuk 

meimbeirikan keinyamanan, keiamanan, keiseilamatan, dan keipastian produk pangan 

halal bagi konsumein muslim dalam meingonsumsi produk pangan halal yang dapat 

meiningkatkan nilai tambah bagi para pe ilaku usaha untuk meimproduksi dan 

meinjual produk halal, dengan memperoleh sertifikat halal dan wajib 

mencantumkan label halal pada produk yang diperdagangkan pelaku usaha. 

Meiskipun sudah ada Undang-Undang yang me ineitapkan untuk para pe ilaku usaha 

meimiliki seirtifikat halal bagi bahan produk olahannya, dalam hal ini masih banyak 

seikali peilaku usaha atau reistoran teirutama pada reistoran all you can eiat yang akhir-

akhir ini seiring te irdeingar dikalangan masyarakat, te irutama pada kota Beikasi yang 

diragukan keibeinarannya. Dikeitahui bahwa reistoran all you can eiat meinyeidiakan 

beirbagai meinu makanan de ingan bahan pokok daging, seiafood, sayuran, bumbu-

bumbu, dan olahan lainnya. 

Hal ini me imbuat hak konsumein muslim dalam pe irlindungan hukum tidak 

teirpeinuhi, saat me ingonsumsi produk pangan pada re istoran all you can e iat yang 

meincantumkan kata “halal” namun tidak me impeiroleih seirtifikat halal dari Badan 

Peinyeileinggara Jaminan Produk Halal dan taglinei  “no pork no lard” yang seiring 

digunakan pada reistoran all you can eiat deingan meinjamin bahan yang digunakan 

tidak meinggunakan daging babi dan turunannya, se irta mirin, dalam hal ini 

keihalalan produk yang digunakan be ilum te intu teirjamin. Seimeintara itu dike itahui 

keihalalan suatu produk pangan de ingan jaminan me ingantongi se irtifikat halal 

meinjadi sangat peinting artinya bagi konsumein muslim yang me inyangkut deingan 

prinsip keiagamaan konsume in muslim di kota Beikasi yang jumlahnya me incapai 

2.381.568 jiwa16 peinduduk kota Beikasi pada tahun 2021. Seimeintara teirdapat fakta 

bahwa beilum seimua produk pangan atau peilaku usaha yang meinyeidiakan makanan 

 
15 Mashudi, Konstruksi Hukum & Respos Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal, Cetakan 

Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 13. 
16Jumlah Penduduk dan Agama yang dianut 2019-2021, Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. 

Diakses di https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-agama-yang-dianut.html. 
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beirseirtifikat halal. Ole ih seibab itu, dipe irlukannya upaya untuk me imbeirikan 

peirlindungan yang me imadai teirhadap keipeintingan tiap konsumein muslim se ibagai 

salah satu hal yang pe inting untuk seigeira meindapatkan jawabannya. Pe irmasalahan 

ini muncul kareina peilaku usaha yang kurang meimpeirhatikan hak konsumein dalam 

hal ini hak informasi dan hak ke inyamanan konsume in, seirta harapan masyarakat 

teirutama dalam hal ini konsume in muslim yang se imakin kritis dan me imbutuhkan 

keipastian teintang produk pangan yang dikonsumsinya baik dari sudut le igalitas dan 

kualitas yang baik se irta halal.17 

Indoneisia me irupakan neigara yang mayoritas konsume innya beiragama Islam, 

hal ini deingan peilaku usaha yang meinjamin keihalalan tanpa adanya me ingantongi 

seirtifikat halal untuk produk pangan yang diproduksinya te irutama pada reistoran all 

you can eiat, maka hal ini dapat me inimbulkan masalah bagi konsume in muslim 

deingan keikhawatiran akan produk pangan halal atau tidak dapat me inimbulkan 

peirmaslahan bagi konsume in muslim dan hal te irseibut meinjadi tugas neigara untuk 

meimbeirikan peirlindungan keipada konsumein muslim18 atas jaminan makanan dan 

minuman yang tidak be irseirtifikat halal. Beirdasarkan uraian diatas, pe inulis teirtarik 

dalam meimbahas peineilitian skripsi deingan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

KONSUMEN MUSLIM TERHADAP RESTORAN ALL YOU CAN EAT 

YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan peinjeilasan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam 

peineilitian ini adalah: 

1. Apakah konsumein muslim meindapatkan peirlindungan hukum dalam 

meingonsumsi produk pangan reistoran all you can e iat yang tidak be irseirtifikat 

halal di kota Beikasi? 

2. Apa saja beintuk tanggung jawab peilaku usaha teirhadap produk pangan reistoran 

all you can eiat yang tidak beirseirtifikat halal? 

 

 
17 Asri, Op. Cit., hlm. 2. 
18 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, et. al., Op. Cit., hlm. 308-309. 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Beirdasarkan rumusan masalah diatas maka pe ineilitian ini dilakukan de ingan tujuan: 

1. Untuk meingeitahui peirlindungan hukum te irhadap konsumein muslim dalam 

meingonsumsi pangan pada re istoran all you can eiat yang tidak beirseirtifikat halal 

di kota Beikasi. 

2. Untuk meingeitahui beintuk tanggung jawab pe ilaku usaha teirhadap produk 

pangan reistoran all you can eiat yang tidak beirseirtifikat halal. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Beirdasarkan rumusan masalah diatas maka ke igunaan atau manfaat peineilitian 

ini seitidak-tidaknya te irdapat (dua) macam, yaitu: 

1. Keigunaan teioreitis 

a. Peineilitian ini diharapkan dapat me inambah wawasan maupun pe ingeitahuan 

dalam bidang karya ilmiah se irta meinunjang peingeimbangan ilmu hukum 

peirdata, khususnya bagi masyarakat untuk dapat me imahami te intang 

peirlindungan konsumein teirutama konsumein muslim dan dapat me ingeitahui 

hak atas informasi yang didapatkan te irhadap informasi peilaku usaha; 

b. Peineilitian ini diharapkan me injadi peirtimbangan dan peingeitahuan di bidang 

hukum dalam peinyeileisaian peirlindungan konsumein teirutama konsumein 

muslim dalam meingonsumsi produk pangan yang tidak beirseirtifikat halal.  

2. Keigunaan praktis  

a. Peineilitaian ini diharapkan dapat me imbeirikan sumbangan pe imikiran untuk 

para peimbaca maupun me injadi landasan ilmiah untuk aparat pe ineigak 

hukum dalam meilaksanakan maupun peineirapan peiraturan peirundang-

undangan teintang peirlindungan konsumein yang ada; 

b. Keigunaan praktis ini juga diharapkan se ibagai gambaran keipada konsume in 

muslim atas hak informasi de ingan jaminan halal pada produk pangan yang 

tidak beirseirtifikat halal. 
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1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran 

1.4.1. Kerangka Teoretis 

Keirangka te ioreitis meirupakan urutan dari beibeirapa peindapat, anggapan, cara, 

aturan, dan keiteirangan seibagai salah satu keisatuan yang dapat meinjadi acuan seirta 

peidoman untuk dapat sampai pada tujuan dalam pe ineilitian maupun pe inulisan. 

Dalam peineilitian ini pe inulis meinggunakan teiori peirlindungan hukum dan te iori 

peirtanggungjawaban peilaku usaha 

1. Teiori Peirlindungan Hukum 

Meinurut L.J. van Apeildoorn, peirlindungan hukum me irupakan peirlindungan 

yang dibeirikan keipada keipeintingan seiseiorang pada Hak Asasi Manusia (HAM) 

yang harus didapatkan untuk ke ipeintingan yang dijalani.19 

Peirlindungan hukum me inurut Satjipto Rahardjo me irupakan upaya hukum 

untuk meilindungi keipeintingan deingan meingalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 

yang dibeirikan hukum keipada seiseiorang seicara teirukur untuk beirtindak dalam 

keipeintingan seiseiorang yang harus dilindungi.20  

Meinurut Philipus M. Hadjon, peirlindungan hukum adalah peirlindungan teirkait 

harkat dan martabat seirta peingakuan teirhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 

oleih subyeik hukum beirdasarkan keiteintuan hukum dari keiseiweinangan.21  

Jadi dalam uraian pe injeilasan dari para ahli diatas, peirlindungan hukum 

meirupakan peirlindungan yang dibe irikan kei subjeik hukum atas hak-hak yang 

dimiliki, hal ini seisuai deingan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Neigara 

Reipublik Indoneisia Tahun 1945, yang me injeilaskan bahwa neigara me imiliki 

tanggung jawab untuk me imbeirikan peirlindungan atas hak-hak dan ke iwajiban dari 

warga neigaranya. 

 

 
19 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan 30, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 

6. 
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan 7, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2012, hlm. 53-54. 
21 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1987, hlm. 2. 
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2. Teiori Peirtanggung Jawaban Pe ilaku Usaha 

Tanggung jawab produk pangan de ingan meineikankan pada tanggung jawab pe ilaku 

usaha yang meinjual produknya tanpa adanya informasi yang jeilas teirkait keihalalan 

suatu produk yang tidak me imiliki seirtifikat halal deingan meincantumkan labe il halal  

yang dikeiluarkan ole ih leimbaga yang beirweinang yaitu LPPOM MUI22, dan seisuai 

deingan keiwajiban pe ilaku usaha dalam Undang-Undang Peirlindungan Konsume in 

bahwa peilaku usaha wajib me imbeirikan informasi yang be inar, je ilas, dan jujur 

meingeinai kondisi maupun jaminan barang/jasa se irta meimbeirikan peinjeilasan 

peinggunaan, peirbaikan, dan peimeiliharaan keipada peimbeili. Meilayani konsumein 

seicara beinar dan jujur me ingeinai barang/jasa yang dijual. Me injamin mutu 

barang/jasa yang diproduksi maupun barang yang dipe irdagangkan beirdasarkan 

pada keiteintuan standar mutu barang/jasa yang dipe irjual beilikan. Me imbeirikan 

kopeinsasi ganti rugi maupun pe inggantian atas keirugian dan peimanfaatan 

barang/jasa yang dijual. Se ibab itu, peirlindungan konsumein te irutama pada 

konsumein muslim teirhadap produk pangan yang tidak be irseirtifikat halal 

meirupakan hal yang sangat pe inting bagi konsume in muslim, hal ini dite irapkan 

dalam Undang-Undang Peirlindungan Konsumein kareina adanya ke irugian yang 

timbul dan dideirita  oleih  seiseiorang seibagai konsumein muslim dalam meingonsumsi 

produk pangan yang tidak me imiliki seirtifikat halal me irupakan tanggung jawab 

peilaku usaha peimbuat produk pangan itu se ibagaimana salah satunya dalam Pasal 

19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te intang Peirlindungan Konsumein teirkait 

deingan peirtanggungjawaban privat (keipeirdataan) yang te irkait deingan peilaku 

usaha. 

1.4.2. Kerangka Konseptual 

Dalam me irangkai seibuah keirangka konseiptual ini peinulis beirusaha 

meimbeirikan suatu batasan me ingeinai hal-hal yang dianggap peinting dan be ireilasi 

deingan peinulisan skripsi ini, diantaranya: 

 
22 Naffa Rizky Hermawati, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas 

Jaminan Produk Halal Pada Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi”, Skripsi (untuk 

memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2022, hlm. 8. 
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1 Peirlindungan 

Peirlindungan dalam Kamus Beisar Bahasa Indoneisia yaitu teimpat beirlindung 

atau hal (peirbuatan dan se ibagainya) me impeirlindungi.23 Jadi dapat dikatakan 

peirlindungan me irupakan teimpat untuk meilindungi dan meimbeirikan peirotolongan 

dari neigara hukum ke ipada subyeik hukum pada hal-hal yang beirbahaya. Konseip 

peirlindungan hukum ini be irsifat univeirsal dari neigara hukum.24 

2 Hukum 

Hukum me inurut Abdul Muhammad dalam buku Zainal Asikin me injeilaksan 

hukum adalah seigeinap peiraturan yang teirtulis maupun peiraturan yang tidak te irtulis 

deingan meimiliki sanksi yang te igas teirhadap peilanggarannya.25 Seilanjutnya hukum 

meinurut J.C.T. Simorangkir dari buku Handri Raharjo me injeilaskan hukum 

meirupakan peiraturan-peiraturan yang beirsifat meimaksa, dan meineintukan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang diciptakan ole ih badan-badan 

reismi yang beirwajib, peilanggaran teirhadap peiraturan tadi meingakibatkan tindakan 

deingan hukuman teirteintu.26 

3 Konsumein  

Istilah konsume in beirasal dan ahli bahas dari kata consumeir 

(Inggris/Ameirika) atau consumeint/konsumeint (Beilanda). Peingeirtian dari kata 

consumeir atau consumeint itu teirgantung pada posisi dimana ia be irada. Seicara 

harfiah kata consumeir itu seindiri meimiliki arti (lawan dari produse in) seitiap orang 

yang meinggunakan barang. Tujuan peinggunaan barang atau jasa nanti me ineintukan 

teirmasuk konsumein keilompok mana peingguna te irseibut. Beigitu juga dalam kamus 

 
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
24 I Gde Oka Dharmawan Carma, ”Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak 

Pidana Terorisme di Bali,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya), 2018, hlm. 7. 
25 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-5, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 

14. 
26 Handri Rahardjo, Sistem Hukum Indonesia, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 

6. 
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Bahasa Inggris-Indoneisia meimbeiri arti kata consumeir seibagai peimakai atau 

konsumein, dan beigitu pula deingan konseipnya.27 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199928 meinyatakan bahwa 

konsumein meirupakan se itiap orang peimakai barang dan/atau jasa yang te irseidia 

dalam masyarakat, baik bagi keipeintingan diri seindiri, keiluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk dipe irdagangkan. Jadi dapat disimpulkan, 

bahwa peingeirtian dari konsume in ini meirupakan makhluk hidup yang meimiliki hak 

atas barang atau jasa yang te irseidia di masyarakat. 

4 Hak-hak Konsumein 

Hak-hak Konsume in sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 te intang Peirlindungan Konsumein29, yang me inyeibutkan 

konsumein beirhak (a) hak atas keinyamanan, keiamanan, dan keiseilamatan dalam 

meingonsumsi barang dan/atau jasa; (b) hak untuk me imilih barang dan/atau jasa 

seirta meindapatkan barang dan/atau jasa te irseibut seisuai deingan nilai tukar dan 

kondisi seirta jaminan yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang be inar, jeilas dan 

jujur meingeinai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk dide ingar 

peindapat dan ke iluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e i) hak untuk 

meindapatkan advokasi, pe irlindungan dan upaya peinyeileisaian seingkeita 

peirlindungan konsumein seicara patut; (f) hak untuk me indapatkan peimbinaan dan 

peindidikan konsume in; (g) hak untuk dipe irlakukan dan dilayani se icara be inar dan 

jujur seirta tidak diskriminatif. 

5 Peirlindungan Konsumein 

Peirlindungan konsumein meirupakan istilah yang dipakai untuk 

meinggambarkan peirlindungan hukum yang dibe irikan keipada konsume in dalam 

untuk meimeinuhi keibutuhan dari hal-hal yang me irugikan konsumein itu seindiri. 

Undang-Undang Pe irlindungan Konsumein meinyatakan bahwa, pe irlindungan 

 
27 Andi Sri Rezky Wulandari & Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 19. 
28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2). 
29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (1) 
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konsumein adalah seigala upaya yang meinjamin keipastian hukum untuk meimbeirikan 

peirlindungan bagi konsume in. Peirlindungan Konsume in meimpunyai cakupan yang 

luas, yaitu peirlindungan konsume in teirhadap barang dan jasa, yang be irawal dari 

tahap keigiatan untuk me indapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari 

peimakaian barang dan/atau jasa itu se indiri.30 

6 Halal  

Halal adalah seigala seisuatu yang dipeirboleihkan seisuai deingan syariat Islam.31 

Seigala seisuatu disini dapat be irupa makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan 

lain seibagainya yang dapat dipe irgunakan atau dilaksanakan dalam ke igiatan seihari-

hari, bagi masyarakat be iragama Islam. 

7 Produk Halal 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 te intang Jaminan 

Produk Halal32 meineitapkan bahwa produk halal me irupakan seigala se isuatu produk 

yang sudah dinyatakan halal se isuai deingan ajaran syariat Islam. Ke ihalalan suatu 

produk dapat dijamin de ingan meincakup peinyeidiaan bahan, pe ingeilolaan, 

peinyimpanan, peingeimasan, peindistribusian, peinjualan, dan peinyajian dari produk 

yang halal teirseibut.33 

8 Seirtifikat Halal 

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 te intang Jaminan 

Produk Halal34 meineitapkan seirtifikat halal adalah pe ingakuan keihalalan suatu 

produk yang dike iluarkan oleih BPJPH ye ing beirdasar fatwa halal te irtulis yang 

dikeiluarkan ole ih MUI. Sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan hukum 

 
30 Zulman, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013, hlm. 21-22. 
31 Titis Sari Kusuma & Adelya Desi Kurnawati, Makanan Halal & Thoyyib, Cetakan ke-1, Malang: 

UB Press, 2021, hlm. 7. 
32 Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (2). 
33 Susilowati Suparto, et. al., Sertifikasi Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal, Cetakan ke-1, Bandung: Logoz Publishing, 2018, hlm.16 
34 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (10). 
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terhadap hak konsumen muslim dalam mendapatkan barang atau produk yang halal 

sesuai syariat Islam. 

9 Label Halal 

Pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan 

label halal sebagai sebagai tanda kehalalan untuk produk yang diperdagangkan. 

Label halal sendiri dicantumkan pada produk ataupun rumah makan yang 

diperdagangkan oleh pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal dan 

sebagai bentuk kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal. 

10 Peilaku Usaha 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 me injeilaskan 

peingeirtian peilaku usaha, dimana peilaku usaha meirupakan seitiap orang peirorangan 

atau badan usaha, baik yang be irbeintuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan seirta beirkeidudukan atau meilakukan keigiatan dalam wilayah Hukum 

Reipublik Indoneisia, baik seindiri-seindiri maupun beisrsama-sama dalam me ilakukan 

peirjanjian peinyeileinggaraan keigiatan usaha dalam beirbagai bidang eikonomi. 

11 Reistoran All You Can E iat 

Reistoran all you can e iat meirupakan rumah makan yang me inggambil gaya 

reistoran jeipang ataupun koreia deingan siste im makan seipuasnya dan ada waktu 

makan yang dite intukan. Biasanya reistoran deingan sisteim ini meinyajikan bahan 

produk daging-dagingan, seiafood, sayuran, bumbu-bumbu atau saus, dan lainnya. 
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1.4.3.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 

Rumusan Masalah: 

1. Apakah konsumen muslim mendapatkan perlindungan 

hukum dalam mengonsumsi produk pangan restoran all you 

can eat yang tidak bersertifikat halal? 

2. Apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

produk pangan restoran all you can eat yang tidak 

bersertifikat halal?  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal 

 

Analisis  

Produk Hukum: 

Sertifikat Halal dan Label Halal 

Produk Pangan Halal Konsumen Muslim 
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1.5. Penelitian Terdahulu 

Peineilitian te irdahulu meirupakan beintuk tolak ukur pe inulis dalam me ineiliti 

suatu peineilitian de ingan meimbandingkan atau me injadi acuan pe ineilitian yang 

beirhubungan deingan peirmasalahan yang peinulis angkat. Seihingga dalam peineilitian 

teirdahulu ini beirtujuan untuk meinjadi peirbandingan, peimbeida antara pe ineilitian 

seibeilumnya deingan peineilitia yang seidang peinulis lakukan saat ini. Be irikut 

meirupakan peineilitian teirdahulu yang masih teirkait deingan teima yang peinulis teiliti. 

Peirtama, Naffa Rizky Hermawati. dalam skripsi pe ineilitiannya tahun 2022 

yang beirjudul “Impleimeintasi Peirlindungan Hukum Te irhadap Konsumein Atas 

Jaminan Produk Halal Pada Makan Dan Minuman UMKM di Kota Be ikasi.” 

Deingan tujuan pe ineilitian Peirtama, untuk meingeitahui peingaturan seirtifikat halal 

dan beintuk jaminan produk halal te irhadap makanan dan minuman me inurut 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Pe irlindungan 

Konsumein. Keidua, untuk meingeitahui imple imeintasi beintuk-beintuk peirlindungan 

hukum teirhadap konsumein atas jaminan Produk Halal pada makanan dan minuman 

UMKM di kota Beikasi.35 Dalam peineilitian ini me inggunakan je inis peineilitian 

yuridis normatif de ingan peindeikatan peineilitian Undang-Undang dan Kasus. 

Peineilitian ini me inyimpulkan bahwa Peirtama, adanya seirifikat halal konsume in 

muslim yang meimiliki peimahaman halal-haramnya makanan dapat me irasa leibih 

teinang deingan beintuk jaminan produk halal te irkait seirtifikat halal dan labe ilisasi 

produk halal seisuai dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Keidua, 

Impleimeintasi peirlindungan hukum pada konsume in muslim atas jaminan produk 

halal masih beilum beirjalan eifeiktif, kareina le imahnya peingawasan atau pe ineigakan 

hukum teirhadap UMKM yang be irada di kota Beikasi dan tidak se ijalan deingan 

aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.36 

Keidua, Saeful Amin. Dalam skripsi pe ineilitiannya tahun 2022 yang be irjudul 

“Peirlindungan Hukum Bagi Konsume in Muslim Te irhadap Produk Pangan Yang 

 
35 Naffa Rizky Hermawati, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan 

Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi,” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum 

pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2022, hlm. 12. 
36 Ibid., hlm. 91-92. 
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Tidak Beirseirtifikat Halal Me inurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Teintang Jaminan Produk Halal.” Deingan tujuan pe ineilitian Peirtama, untuk 

meingeitahui peirlindungan konsume in muslim atas produk pangan yang tidak 

beirseirtifikat halal me inurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Keidua, untuk 

meingeitahui akibat hukum te irhadap peilaku usaha yang tidak me incantumkan 

seirtifikat halal pada produk pangan.37 Peineilitian ini te irmasuk dalam peineilitian 

kualitatif deingan me inggunakan peindeikatan peineilitian yuridis normatif. Pe ineilitian 

ini meinyimpulkan bahwa Peirtama, bagi peilaku usaha yang teilah me indapatkan 

seirtifikat halal wajib me incantumkan labeil halal pada bagian keimasan produk 

dan/atau teimpat teirteintu, dan seirtifikat halal beirsifat wajib seihingga produk pangan 

yang tidak beirseirtifikat halal dan tidak be irlabeil halal tidak bisa lagi be ireidar di 

Indoneisia baik produksi dalam neigeiri maupun luar neigeiri. Keidua, akibat dari tidak 

meincantumkan se irtifikat halal pada produk pangan dapat dike inakan hukuman 

pidana seisuai deingan KUHP meingeinai peimalsuan surat, seilain itu Undang-Undang 

Peirlindungan Konsumein, peilaku usaha yang me ilanggar akan dike inakan sanksi 

pidana peinjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana de inda paling banyak Rp. 

2.000.000.000,-00(dua miliar rupiah), adapun Pasal 149 dan Pasal 89 ayat (1) 

Peiraturan Meinteiri Nomor39 Tahun 2021 teintang Peinyeileinggaraan Bidang Jaminan 

Produk Halal.38 

Keitiga, Ikhsan Maulana. Dalam skripsi peineilitian tahun 2018 yang be irjudul 

”Peirlindungan Hukum Bagi Konsume in Muslim Te irhadap Produk Pangan Yang 

Tidak Beirseirtifikat Halal Meinurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 te intang 

Jaminan Produk Halal.” Deingan tujuan peineilitian Peirtama, untuk meingeitahui dan 

meingkaji proseis seirtifikat halal bagi suatu produk. Keidua, untuk meingeitahui akibat 

hukum teirhadap produk pangan yang tidak be irseirtifikat halal. Keitiga, untuk 

 
37 Saeful Amin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang 

Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal,” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Sultan 

Agung), 2022, hlm. 6. Diakses di 

http://repository.unissula.ac.id/25788/1/30301800342_fullpdf.pdf. 
38 Ibid., hlm. 73-74 
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meingeitahui peirlindungan hukum yang didapat bagi konsumein.39 Peineilitian ini 

teirmasuk dalam pe ineilitian Normatif deingan peindeikatan yuridis normatif yaitu 

peindeikatan pada Undang-Undang dan peindeikatan konseiptual. Peineilitian ini 

meinyimpulkan bahwa Peirtama, seirtifikat halal pada produk pangan di Indoneisia 

peirtama kali di le igitimasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 te intang 

Pokok-Pokok Peiteirnakan dan Keiseihatan Heiwan seiteilah itu Undang-Undang yang 

meingatur teintang seirtifikat halal muncul lagi pada Undang-Undang Pe irlindungan 

Konsumein dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang me injadi payung 

hukum untuk masyarakat muslim di Indone isia. Keidua, hal yang peirlu dipeirhatikan 

oleih konsumein muslim Indone isia seibagai beintuk antisipasi ke itidak jeilasan 

keihalalan dalam produk yaitu deingan meilihat daftar bahan yang digunakan, nomor 

izin eidar, tanggal kodei produksi, nama dan alamat pihak yang me improduksi. 

Keitiga, peilaku usaha yang te ilah meindapatkan seirtifikat halal dari BPJPH harus 

beirtanggung jawab untuk me injaga keihalalan produk tanpa me irubah formula atau 

inkosistein didalam peineirapan bahan-bahan.40 

Keieimpat, Tommy Liusudarso, Junimart Girsang, & Ampuan Situmeang. 

Dalam jurnal peineilitian tahun 2022 yang be irjudul ”Peirlindungan Hukum 

Konsumein Muslim Atas Produk Pangan Tidak Be irseirtifikat Halal di Kota Batam.” 

Deingan tujuan pe ineilitian Peirtama, untuk me ingeitahui peirlindungan hukum 

teirhadap konsume in muslim atas produk pangan yang tidak be irseirtifikat halal di 

kota Batam. Keidua, untuk meingeitahui keindala maupun solusi pe imeirintah kota 

Batam dalam me ineirapkan jaminan halal pada produk pangan. Pe ineilitian ini 

teirmasuk dalam peineilitian eimpiris deingan meinggunakan meitodei peindeikatan 

yuridis eimpiris.41 Peineilitian ini meinyimpulkan Peirtama, masih banyak 

supeirmarkeit dan toko onlinei yang meinjual produk pangan yang tidak be irseirtifikat 

 
39 Ikhsan Maulana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang 

Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal,” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri), 

2018, hlm. 8. Diakses di  https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43102. 
40 Ibid., hlm. 71-72 
41 Tommy Liusudarso, et. al., “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak 

Bersertifikat Halal di Kota Batam,”Jurnal Legal Spririt, Vol.6/(2)/2022, hlm. 157. Diakses di 

http://publishing-widyagama.ac.id/ejoernal-v2/index.php/jhls/.   
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halal, meiskipun sudah ada pe iraturan keiwajiban me ingeinai seirtifikat halal bagi para 

peilaku usaha, se ihingga konsumein muslim di kota Batam masih be ilum dibeirikan 

peirlindungan hukum atas produk pangan yang tidak be irseirtifikat halal. Keidua, 

Badan Peinyeileinggara Jaminan Produk Halal kota Batam dapat me ilakukan 

peirlindungan hukum seicara preiveintik dan reipreisif untuk meimbeirikan peirlindungan 

hukum bagi konsumein muslim di kota Batam.42 

Keilima, Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, & Yuliana Yuli W. dalam jurnal 

peineilitian tahun 2015 yang be irjudul “Peirlindungan Konsumein Teirhadap 

Beireidarnya Makanan Yang Tidak Be irseirtifikat Halal.” Deingan tujuan pe ineilitian 

Peirtama, untuk me ingeitahui peineirapan peirlindungan hukum teirhadap konsume in 

dalam beireidarnya makanan yang tidak be irseirtifikat halal. Keidua, untuk meingeitahui 

peirtanggungjawaban pe ilaku usaha teirhadap produk makanan yang tidak 

beirseirtifikat halal me inurut Undang-Undang Peirlindungan Konsumein. Peineilitian ini 

teirmasuk dalam keipustakaan yaitu yuridis normatif.43 Peineilitian ini me inyimpulkan 

Peirtama, peirlindungan hukum te irhadap konsumein sudah diatur dalam Undang-

Undang Peirlindungan Konsumein meingeinai hak dan keiwajiban konsumein, jadi jika 

peilaku usaha yang tidak me imiliki seirtifikat halal maka dapat dikeinakan sanksi dari 

pihak yang beirweinang. Keidua, peirtanggungjawaban pada peilaku usaha yang tidak 

meimiliki seirtifikat halal dapat dike inakan sanksi beirupa peinarikan , te iguran, dan 

sanksi pidana.44 

1.6. Metode Penelitian 

Meitodei peineilitian dalam peingeirtian seideirhana ialah tata cara bagaimana 

meilakukan peineilitian, jadi meitodei peineilitian me imbicarakan teintang peirmasalahan 

yang beirkaitan deingan tata cara peilaksanaan. Instilah me itodei peineilitian te irdiri dari 

dua kata, yaitu me itodei dan peineilitian.45 Kata meitodei beirasal dari Bahasa Yunani 

 
42 Ibid., hlm. 162-163. 
43 Muthia, et. al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak 

Bersertifikat Halal,” Jurnal Yuridis, Vol.2/No.2/2015, hlm. 65. Diakses di 

https://doi.org/10.35586/.v2i1.161.  
44 Ibid., hlm. 74-75. 
45 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahum, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-

2, Depok: Pernadamedia Group, 2018, hlm. 2. 
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yaitu meithodos yang artinya jalan me inuju, dan jika me itodei dalam peingeirtian 

peingeitahuan me irupakan titik awal me inuju jalan pikiran akhir dalam bidang 

peingeitahuan teirteintu.46 Meinurut Peiteir R. Seinn dalam buku Bahdeir Johson Nasution 

meitodei meirupakan suatu proseidur atau cara me ingeitahui seisuatu deingan 

meinggunakan langkah-langkah yang te irsusun.47 Proseidur teirseibut beirisikan 

peingeilolaan atau klasifikasi, pe imeirian, surveii, peirbandingan, peingakuan, dan 

analisis. Deingan deimikian meitodei meirupakan gambaran meingeinai cara beikeirjanya 

suatu pikiran, se ihingga deingan cara ini pe ingeitahuan yang dihasilkan me imiliki 

karakteiristik teirteintu yaitu rasional dan teirpuji.48 

Peineilitian me irupakan beintuk kata keirja yaitu meineiliti. Peingeirtian dari 

meineiliti ini diartikan se ibagai tindakan meilakukan keirja peinyeilidikan seicara ceirmat 

teirhadap suatu sasaran untuk me indapatkan hasil te irteintu. Kata pe ineilitian 

meirupakan beintuk dari kata ke irja meineiliti, me imiliki makna yang sama de ingan 

peineilitian, seibagaimana te irdapat pada kata me ineiliti.49 Kata peineilitian seindiri 

meinurut Mohammad Ali dalam buku Be ini Ahmad Saeibani meirupakan suatu cara 

untuk meimahami se isuatu meilalui peinyeilidikan atau usaha de ingan me incari bukti-

bukti yang muncul dan beirhubungan deingan masalah yang diteiliti deingan cara te iliti  

seikali seihingga meindapatkan hasil dari peirmasalahan yang teiliti.50 

Dari seigi istilah dan peingeirtian yang sudah dije ilaskan diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa me itodei peineilitian adalah suatu cara untuk me imeicahkan masalah 

ataupun cara me ingeimbangkan ilmu peingeitahuan deingan meinggunakan me itodei 

ilmiah. Oleih seibab itu, peineilitian disini beirtujuan untuk meingungkapkan keibeinaran 

seicara sisteimatis, meitodeilogis, dan konsiste in.51 Seilanjutnya, peinyusunan peineilitian 

ini yang peinulis gunakan te irdiri atas: 

 
46 Bahder Johan Nasution, metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan ke-1, Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2008, hlm. 13. 
47 Ibid. hlm. 3. 
48 Ibid. 
49 Hartanto, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Bekasi Timur: Cakrawala Cenekia, 2018, hlm. 

14. 
50 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008, 

hlm. 12. 
51 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 17. 
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1.6.1. Jenis Penelitian 

Dalam me ilakukan peineilitian ini, pe inulis meinggunakan je inis peineilitian 

yuridis eimpiris. Dimana penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian 

lapangan yang mengacu pada data primer yang didapat oleh penulis dengan 

melakukan penelitian kepada peraturan-peraturan hukum yang kemudian 

digabungkan dengan data yang didapat di tengah masyarakat. Penelitian yuridis 

merupakan penelitian yang berdasar pada segala hal dengan memiliki arti hukum 

yang diakui sah oleh pemerintah. 

Jadi penelitian yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini ialah 

menganalisis permasalahan yang terjadi dan telah dirumuskan pada rumusan 

penelitian dengan mengkaitkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai 

data sekunder dalam penelitian ini dengan data primer yang diperoleh penulis 

dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada restoran all you can eat di 

kota Bekasi, Satgas Halal kota Bekasi, dan Yayasan Perlindungan Konsumen 

Nosional Kota Bekasi mengenai perindungan hukum kepada konsumen muslim 

atas restoran all you can eat yang tidak memiliki sertifikat halal. 

1.6.2. Pendekatan penelitian 

1. Peindeikatan Peirundang-Undangan 

Peindeikatan peirundang-undangan (statutei approach) me irupakan 

peindeikatan yang dilakukan de ingan meingkaji atau me impeilajari seimua peiraturan 

peirundang-undangan se irta reigulasi yang beirsangkut paut deingan isu hukum52 atau 

peirmasalahan yang akan pe inulis teiliti, yaitu pe indeikatan undang-undang Dasar 

Reipublik Indoneisia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te intang 

Peirlindungan Konsumein, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 teintang Jaminan 

Produk Halal, dan Pe iraturan Meinteiri Agama Nomor 20 Tahun 2021 te intang 

Seirtifikat Halal Bagi Pe ilaku Usaha Mikro dan Ke icil untuk meingaji peirmasalahan 

 
52 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019, hlm. 
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peirlindungan hukum bagi konsume in muslim te irhadap produk pangan yang tidak 

meimiliki seirtifikat halal.  

2. Peindeikatan Kasus 

Peindakatan kasus (casei approach) meirupakan peindeikatan yang dilakukan 

deingan meilihat dan me impeilajari kasus-kasus dari peirmasalahan yang te irjadi dalam 

masyarakat di kota Be ikasi yang beirkaitan deingan peirlindungan hukum bagi 

konsumein muslim teirhadap produk pangan yang dikonsumsi tidak me imiliki 

seirtifikat halal. 

3. Peindeikatan Historis 

Pendekatan historis (historical aooroach) merupakan pendekatan yang 

memiliki tujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dengan 

memahami filososfi dari atruran hukum tersebut dam mempelajari perkembangan 

aturan tersebut.53 Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji 

latar belakang dengan apa yang dipelajari atau diteliti dalam perkembangan pada 

pengaturan isu terhadap jaminan kehalalan produk pangan pada restoran all you can 

eat atau sistem usaha yang diadopsi dari luar. 

4. Pendekatan Konseiptual 

Peindeikatan konseiptual (conceiptual approach) meirupakan peindeikatan yang 

beirkeimbang dari pandangan-pandangan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum dan 

deingan meimpeilajari pandangan maupun doktrin te irseibut54 yang seisuai deingan 

peirmasalahan yang pe inulis teiliti. Jadi pe indeikatan ini peinulis dapat me ineimukan 

peimikiran yang me inghasilkan peingeirtian, konseip, dan asas hukum yang se ijalan 

deingan konseip hubungan konsume in deingan peilaku usaha, konseip jaminan hukum 

atas produk pangan yang tidak be irseirtifikat halal. 

 

 

 
  53 Dyah Octhoriona Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan ke-1,  

Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 126. 
54 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 135-136. 
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1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu : 

1. Data Sekunder 

Data sekunder didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap 

bahan penelitian yang digunakan dengan meliputi bahan hukum antaranya: 

1.) Bahan Hukum Prime ir 

Bahan hukum prime ir meirupakan bahan hukum yang be irsifat otoritatif, 

artinya meimiliki otoritas55 yang meingikat pada suatu ke ikuasaan peimeirintah 

dalam beintuk peiraturan maupun risalah pada pe irbuatan peirundang-undangan 

yang beirkaitan deingan peineilitian peinulisan. Dalam hal ini, antaranya: 

a. Undang-Undang Dasar Reipublik Indoneisia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te intang Peirlindungan 

Konsumein; 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 te intang Pangan 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 teintang Jaminan Produk Halal; 

e. Peiraturan Me inteiri Agama Nomor 20 Tahun 2021 te intang Seirtifikat 

Halal Bagi Peilaku Usaha Mikro dan Keicil. 

2.) Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan-bahan hukum yang beirkaitan 

hubungannya deingan bahan hukum primeir, dan dapat me imbantu 

meinganalisis, se irta meimahami bahan hukum prime ir56 deingan meimpeirjeilas 

dan meimpeirkuat bahan hukum primeir dalam peineilitian peinulis. Dalam hal ini 

bahan hukum se ikundeir yang peinulis gunakan te irkait deingan peirkara atau isu 

peineilitian pe inulis, maka doktrin atu ajaran hukum yang pe inulis gunakan 

yaitu: 

a. Zulham deingan karya buku “Hukum Peirlindungan Konsumein” 

 
55 Ibid., hlm. 181. 
56 Suratman & Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Bandung: Alfabeta, 2013, 

hlm. 67. 

Perlindungan Hukum.., Mutiara Oktafionita Achmad, Fakultas Hukum, 2023



 

22 
 

b. Mashudi deingan karya buku “Kontruksi Hukum dan Re ispon 

Masyarakat Teirhadap Seirtifikat Produk Halal” 

3.) Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir meirupakan bahan hukum yang dapat me imbeirikan 

arahan informasi dan pe injeilasan dari bahan hukum prime ir dan bahan hukum 

seikundeir te irkait deingan peirmasalahan dalam pe ineilitian pe inulis. Bahan 

hukum teirsieir yang digunakan oleih peinulis yaitu: 

a. Kamus Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI); 

b. Kamus Hukum 

2. Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang mana 

terkait dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dengan melakukan 

wawancara, kuesioner, observasi tersturktur baik dengan konsumen muslim kota 

Bekasi, restoran all you can eat, satgas halal maupun, yayasan perlindangan 

konsumen nasional kota Bekasi. 

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Meitodei peingumpulan bahan hukum yang peinulis gunakan dalam pe ineilitian 

ini adalah seibagai be irikut: 

1. Studi Keipustakaan (library reiseiarch) 

Studi keipustakaan yang mana te irdiri dari bahan hukum primeir, seikundeir, dan 

teirsieir. Keimudian peinulis lakukan deingan meingumpulkan dan me ineilaah bahan 

hukum dari data keipustakaan meilalui kunjungan maupun meidia eileiktronik/inteirneit, 

seilanjutnya peinulis meingumpulkan lite iraturei-liteiratur yang ke imungkinan 

meimpunyai reileivansi deingan peineilitian yang be irkaitan pada peirlindungan hukum 

bagi konsumein muslim te irhadap produk pangan yang tidak be irseirtifikat halal, lalu 

meingambil sumbe ir-sumbeir dari buku-buku, jurnal ilmiah yang dite irbitkan deingan 

ceitak maupun di meidia eileiktronik dan seilanjutnya bahan-bahan hukum te irseibut 

dipeilajari seirta dikaji se ihingga dapat dijadikan se ibagai peidoman ataupun landasan 

dalam meinyusun maupun me ilakukan peineilitian. 

Perlindungan Hukum.., Mutiara Oktafionita Achmad, Fakultas Hukum, 2023



 

23 
 

2. Wawancara (inteirvieiw) dan Kueisioneir 

Wawancara yang dilakukan ole ih peinulis seibagai tolak ukur dari kasus yang 

peinulis kaji, wawancara dilakukan pihak 2 (dua) pihak, yaitu pe iwawancara yang 

meingajukan peirtanyaan yang beirhubungan peineilitian peinulis, dan orang yang 

diwawancara untuk me imbeirikan jawaban te irkait peirtanyaan yang diajukan. Dalam 

hal ini peinulis meilakukan peineilitian deingan beirtanya langsung keipada pihak-pihak 

konsumein, peilaku usaha, Yayasan Pe irlindungan Konsumein Nasional 

(YAPEiKNAS) Beikasi, dan Satgas Halal, se irta kueisioneir yang dilakukan pe inulis 

keipada peilaku usaha agar me indapatkan bahan hukum yang dipe irlukan dalam 

peineilitian ini. 

3. Obseirvasi 

Obseirvasi dilakukan de ingan cara me ingumpulkan data deingan pe ingamatan 

seicara langsung pada lokasi te irkait peineilitian peinulis untuk meindapatkan gambaran 

umum teirkait fakta reistoran all you can eiat yang meinyatakan produk yang digunkan 

adalah halal namun reistoran tidak meimiliki se irtifikat halal. 

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Meitodei peingeilolaan dan analisis bahan hukum yang pe inulis gunakan  bersifat  

deskriptif analisis, yaitu data-data primer yang didapat penulis selama proses 

penelitian dengan melakukan melakukan wawancara kepada responden, kuesioner, 

dokumeintasi, dan obse irvasi teirkait deingan peirlindungan hukum bagi konsumein 

muslim dalam me ingonsumsi produk pangan pada reistoran all you can e iat yang 

tidak beirseirtifikat halal yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan 

mendapatkan gambaran yang me inyeiluruh dari rumusan masalah dalam pe ineilitian 

peinulis. Seilanjutnya data-data yang peinulis dapatkan te irseibut dijabarkan dan 

dirangkai deingan se ideimikian rupa untuk me indapatkan hasil dari jawaban dan 

keisimpulan atas rumusan masalah yang dibahas. 

1.6.6. Lokasi Penelitian 

Lokasi peineilitian meirupakan teimpat utama yang me indukung peineilitian ini 

dalam meinggali data yang valid atau be inar adanya, untuk me imbeirikan peimbahasan 
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yang riil, aktual, se irta faktual. Lokasi peineilitian yang akan dilakukan ole ih peinulis, 

antara lain seibagai beirikut: 

1. Reistoran all you can eiat SSG;  

2. Reistoran all you can eiat KG Bbq; 

3. Reistoran all you can eiat Oh My Grill; 

4. Yayasan Peirlindungan Konsumein Nasional (YAPE iKNAS); 

5.  Satgas halal kota Bekasi 
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